BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada dasarnya seseorang yang dijatuhi hukuman
karena terbukti bersalah atau melanggar Undang-undang,
maka putusan hukuman itu harus dijalankan,(Mr.R.Tresna

tt, hal. 146 )..

Sebab di antara unsur-unsur tujuan pemidanaan
adalah untuk memcegah dilakgkannya tindak pidana dan
demi peng;xoman masyarakat ‘.. Juga mengandung suatu ha
rapan agar siterhukum akan kembali sadar dan men jadi
orang yang baik serta berguna hidupnya di tengah masya
rakat. Jadi pemidamaan tidak bermaksud menyakiti atau

pun merendahkan martahat'giterhukumu( Dr.Andi Hamzah
SH, dan Siti Rahayu,SH, 1986, hal.9%-96 ).
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Dari sisi lainm, syari'at Islam lebih menegas-
kan lagi tentang itu, sebagaimana firman Allah SWT. di

dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 135 :
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" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
orang yang benar-benar penegak keadilam, menjadi sak
si karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri mau
pun ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (siterdak-
wa ) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemasla
hatannya. Maka jangamlah kamu mengikuti hawa nafsu-
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan Jika ka
mu memutar balikkan: ( kata-kata ) atau enggan men ja
di saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Menge-
tahui segala apa yang kamu kerjakan ", ( Departemen-
Agama RI, 1990, hal. 145 ),

/

Kemudian Ibnu Taimiyah dalam bukunya "As-siyésa-'

tus syar'iyyati fi islahir ra'i war ra'iyyah " juga menga
takan, bahwa tidak boleh menunda hukuman itu lebih lama -
lagi setelah hukuman itu di jatuhkan lengkap dengan bukti
dan saksi atau dengan pengakuan siterhukum sendiri, pan
tang digantl dengan harta teﬂusan ataupun dengan jalan la
in , sebab menegakkan hukum adalah merupakan bagian dari
Jihad di jalan Allah. Oleh karena itu maka pejahat atau
pun hakim harus berl#ku tegas dalam menegakkan hukum, ti
dak boleh bersikap lemah yang menyebabkan hukum di kesam-
pingkan. Dikatakan pula bahwa tujuan dari menjalankan hu
kum adalah karena semata-mata sayang kepada sesama makh

luq dengan cara mencegah manusia dari perbuatan yang mun
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kar, tak ubahnya sepertli seorang ayah ketika mendidik a
naknya, Jjika siayah tersebut merasa enggan untuk mene -
sur anaknya yang nakal dan manja dengan lecutan, d;kare
nakan ditentang oleh ibunya yang tidak setuju dengan ca
ra lecutan itu berhubung tidak tega atau merasa kasihan
- pada sianak, maka akan semakin nakal dan manjalah anak
itu.. Padahal memberikan teguran dengan lecutan adalah
semata-mata sayang pada sianak demi kepentingan dan ke
baikan dirinya. Bukan bermaksud untuk menyakiti apalagi
menyiksa. Begitulah hukum harus di jalankan, dan begitu-
lah seharusnya niyat pemerintah untuk menegakkannya.Ja
di niyat dam tujuannya adalah untuk kemaslahatan rakyat
dan mencegah kemunkaran,, serta'dengan maksud mencari ke
rida'an Allah dan menta'ati perintah-Nya. (Ibnu Taimi -

yah, ‘Terjemahan, 1960, hal.136-137 ).

Berpijak pada ungkapan tersebut, pada pokoknya
adalah bahwa seseorang yang terbukti bersalah atau me-
langgar lUndang-undang harus dihukum, sesuai dengan putus
an hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.Tidak boleh ditun
da, apalagl ditebus atau diganti dengan cara lain. Se
dang tujuan pelaksanaannya telah disebutkan dengan Jje
las yakni demi kemaslahatan rakyat (tujuan umum ), juga
dengan harapan agar siterhukum akan kembali sadar dan-
men jadi orang baik (tujuan khusus).Jadi bukan bermaksud

menyakiti atau menyiksa karena nafsu.
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Namun bila melihat kenyataan yang ada di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, khusus -
nya pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUH Pidana me
nun julkkkan bahwa ternyata tidak semua hukuman yang dipu-
luskan atau dijatuhkam oleh hakim kepada orang yang ter
bukti bersalah atau melanggar Undang-undang harus di ja
lankan. Padahal putusan hukuman sudah ada dan ditetap -
kan, tetapi tidak dilaksanakan. Putusan hukuman yang ti
dak usah dilaksanakan tersebut yang dimaksud adalah hu
kuman pokok berupa pidana penjara maksimal satu tahun,a
tau pidana kurungan selain kurungan pengganti denda, a
tau pidana denda selain pelnggaran terhadap pajak,cukai
atau pendapatan negara, jika terbukti bahwa siterhukum -
benar-benar tidak mampu melaksanakamnya, ( Prof.Moel jat-
no, Sil, 1989, hal, 7 - 8 ).

Dengan tidak dilaksanakannya tiga macam bentuk
hukuman tersebut, fentunya tidak lepas dari adanya tuju
an dan alasan yang dipandang lebih bi jaksana. Sama hal
nya dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu agar si
terhukum dapat memperbaiki kesalahannya dam kembali men
Jadi orang yang baik serta berguna” hidupnya di tengah -
masyarakat, Adapun alasannya adalah Jika orang yang di
Jatuhi hukuman tersebut misalnya harus dimasukkan penja
ra atau kurungan, di mana dia berkumpul dan bergaul de

ngun orang-orang penghuni penjara atau kdrungam yang be
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nar-benar berwatak jahat, maka akibatnya tidak Jarang,
bahwa orang yang asalnya tidak mempunyal bakat penjahat
itu, lebih-lebih dia memiliki sifat pendirian Yang le -
mah dan mudah.terpengaruh, dimungkinkan setelah. keluar
dari pemjara atau kurungan itu manti akan menjadi orang
Jahat juga, atau paling tidak jalan fikiran ‘dan pandang
an hidupmya berubah, sehingga boleh jadi pada suatu sa-
at nanti akan kembali berbuat jahat yamg lebih berat la
gli. Dengam demikiam maka harapam tujuan Yang semula yak
ni agar ia kembali sadar dan menjadi orang baik, namun

Justru yang terjadi sebaliknya.(Mr.R.Tresma,tt,hal..146).

Atas dasar tujuan dan alasan itulah di samping
masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka pa
ra ahli hukum pidana maupun para hakim pidana di Indone
sia sepakat untuk tidak melaksamakam tiga macam bentuk
hukuman pokok tersebut. Tetapi bukan berarti siterhukum
dinyatakan bebas sepenuhnya, melaimkan dibebani syarat-
syarat (perjamjian ) yang-harus dipemuhi oleh sitérpida
na, BRentuk dan penerapan: hukuman semacam inilah yang bi
asa disebut hukuman (pidama) bersyarat ( Voorwaardeli jk
veroordeling), yang dengan istilah lain bisa juga diée
but " hukuman dengan perjanjian' atau " hukuman secara
Janggelan ", yang rinciannya terdapat dalam pasal 14 a-

14 £ KUH Pidana.( R.Soesilo, 1984, hal.6? ).
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Selanjutnya, bagaimana bentuk penerapan hukum
an bersyarat tersebut bila ditinjau menurut Hukum Pida
na Islam, maka terlebih dahulu perlu dipelajari lebih
Jauh lagi diskripsi dari hukuman bersyarat di atas, a
gar dapat diketahui 1ebil dahulu data-datanya secara -
~lengkap dan jelas. Kemudian diadakan penelitian,sehing
ga akan diperoleh adanya suatu kepastian hukum yang si

fatnya obyektif ilmiyah,

B. Identifikasi masalah

Dari gambaran latar belakang di atas, maka da
pat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dikaji da
lam studi indi aa;lah diskripsi tentamg hukuman bersya-
rat yahg terdapat dalam pasal 14 a - 14 £ KUH Pidana-
di tinjau menurut Hukum Pidana Islam. Berhubung penera
pan hukuman semacam hukuman ber;yarat tersebut belum-
bisa diketahui secara pasti tentang ada. dan tidaknya -
menurut hukum pidana Islam ( baik menurut syara' atau
pun fiqih ), maka tinjavannya paling tidak ; penerapan
hukuman bersyarat tersebut bertentangan atau tidak de

ngan Hukum pidama Islam,

C. Pembatasan masalah

Agar tidak menimbulkan banyak penafsiran dan
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Jangkauan pembahasan yang lebih luas pada studi tentarg
hukuman bersyarat ini, maka permasalahannya dibatasi da
lam hal : Jenis-jenis kejahatan dan bentuk pemidanaan -
nya yang dapat dijatuhi hukuman bersyarat, serta wewe
nang dan kebl jaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukuman-

tersebut, ditinjau menurut hukum pidana Islam.

De Perumusawn masalah

Agar lebih praktis dan oprasional, maka perma-

salahan yang ada dalam studi ini dirumuskan sebagai be
rikut

'. Bagaimana diskripsi hukuman bersyarat dari se
gl Jenis kejahatan / pelanggaran dan bentuk pe

midanaannya, sehingga siterhukum di jatuhi huku

man bersyarat. .

2. Bagaimana diskripsi hukuman bersyarat dari sé

&1 wewenang dan kebi jaksanaan hakim dalam mem

tuskan dan menjatuhkan hukuman bersyarat.

3. Bagaimana menurut tinjauan hukum pidana Islam-
terhadap penerapan hukuman bersyarat tersebut-
dari segl jenis-~jenis kejahatan/pelanggaran dan
bentuk pemidanaannya, serta wewenang dan kebi-

Jaksanaan hakim dalam men jatuhkan hukuman ter

sebut,



E. Tujuan studi

Sesual dengan perumusan masalah di atas, maka

tujuan studi ini adalah

Te

2e

Untuk mendiskripsikan hukuman bersyarat yang ter
dapat dalam pasal 14 a - 14 f KUH Pidana, teruta
ma dari segl Jjenis-jenis kejahatan / pelanggaran
dan bentuk pemidanaannya sehingga siterhukum da
pat dijatuhi hukuman bersyarat, serta wewenang -
dan kebi jaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukum-

an tersebut,

Untuk mendiskripsikan Hukum pidana Islam sebagai
sudut tinjauan terhadap hukuman bersyarat, yakni
darl segl jenis-jenis kejahatan / pelanggaran -
dan bentuk pemidanaannya sehingga siterhukum da
pat dija;uhi hukuman bersyarat, serta wewenang -
dan kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukum
an teréebut, menurut ketentuan pasal 14 a - 14 f

KUH Pidana.

F. Kegunaan studi

Dari hasil studi ini diharapkan akan memperoleh-

manfa'at sebagai berikut



1. .-Dapat di jadikan baham pembahasan karya ilmiah yang
berbentuk skripsi.

2. Dapat dijadikan bahan hipotesis menuju studi bven

kutnya.

5. Dapat berguma pula bagli pengembangan ilmu pengeta-
huan di bidamg hukum, khususnya hukum (pidana) Is-
lam, sesuai dengan disiplim ilmu yang dipelajari -
di Fékultas Syari'ah pada jurusan Mu'amalah Jina-

yah, serta dapat memambah khazanah perpustakaan.

G. Data, Sumber data, dam Teknik penggaliannya

l«e Da.t a.

Data-data yang diperlukan dalam studi ini secara

garis besar terdiri atas :

a. Pendapat para ahli hukum pidana, tentang pemi
danaan bersyarat, yang tertuang dalam buku-bu

ku / kitab-kitab hukum pidana.

b. Pendapat para fugaha' (ahli hukum pidana Is -
lam ) tentang jenis-jemis kejahatan dan bem -
tuk pemidanannya ( al-Jarimah.wal 'uqubah ) ,

yang tertuang dalam kitak-kitab / buku - buku

Hukum Pidana Islam.



10
Ce Suyber data.

Berdasarkan jenis data yamg diperlukan, mak%,sum
ber data dari studi ini adélah sejumlah referensi dan kar
ya 1lmiah yang ditulis oleh para ahli hukum pidana maupun
ahli hukum pidama Islam, yang secara garis besar dirumus-

kan sebagal berikut

a. Buku-buku dan kitab hukum pidana..
b. Kitab~kitab / buku-buku- fiqih jinayah ( hukum pida

ra Islam ).

C. Kitab Al-Qur'am dan kitab-kitab al-Hadis, khusus -

nya yang ada hubungannya dengam pokok bahasan.

d. Yurisprudensi tentang hukum pidana , dan hukum pi-

dana Islam,

3« Teknlk penggalian data.

’

Dari upaya pengumpulan beberapa sumber data ter-
sebut, teknik penggaliannya adalah demgan membaca dan mem
pelajari serta memahami inti dari bab-bab tertentu yang a

da hubungannya demgan pokok bahasan.

He Metode analisa data v

Data-data yang diperoleh dari hasil riset kepus-

takaan ( library research) dalam studi ini dianalisa seca
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ra kuantitatif dengan tahaban sebagai berikut

1.

2e

Fditing.

Yaitu memeriksa kembali data-data yang telah dipe
roleh, terutama dari segi kelengkapan,kejelasan -
makna, relevansi dan keseragaman antara data yang

satu dengan yang lain.

Pengorganisasian data.

Yaitu data-data yang terkumpul diatur dan disusun
sedemikian rupa, agar dapat memperoleh gambaran -

yang sesual dengan perumusan masalah.

Analisa lanjutan.,

Ini - dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang
lengkap dan jelas tentang hukuman bersyarat, teru
tama darl segli jenis-jenis kejahatan / pelanggar-
an dan hentukvpemidanaannya, serta wewenang dan
kebi jaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukuman ter

sebut.

I. Pembahasan hasil data

Setelah hasil data yang terkumpdl tersebut dia-

nalisa, maka pada tahab berikutnya dilakukan pembahasan,

dengan metode sebagai berikut



le Imduktif

2. Deduktif

3. Komparatif :

12

Yaitu kenyataan-kenyataan dari hasil
riset yang bersifat khusus dari ma
sing-masing pendapat perorangan, ba
ik dari para ahli hukum pidana, mau
pun para fuqaha'(ahli hukum pidana-
Islam ), kemudian ditarik kepada ke
nyataan-k?nyataan yang bersifat u-
mum berupa kumpulan (generalisasi )
pendapat dari paré ahli hukum pidam

tersebut,

Ini kebalikan dari induktif.Yaitu -
bermula mengemukakaﬁ sesuatu yang -
bersifat umum, kemudian ditarik ke
pada kenyataan-kenyataan yang bersi
fat khusus, berupa pemaparan dari -
pendapat masing-masing ahli hukum -

tersebut,

Yaitu membandingkan di antara data
data tersebut, yakni data-data dari
para ahli hukum pidana tentamg hu-
kuman bersyarat, dengan data-data -
dari para fuqaha' ( ahli hukum pida
na Islam) tentang jenis-jenis keja
hatan / pelanggaran dan bentuk pemi

danaannya.



Jde Trans}iterasi

Karena di dalam penulisan skripsi ini terdapat
ejaan 'Arab yang disalin ke dalam huruf (ejaan ) bahasa
Indonesia sebagaimama bunyi aslinya, maka transliterasi
ﬁya menggunakan pedoman sebagaimana yang diatur dalam
Keputusan Bersama Menteri Agama RI. dengan menteri Pen
didikan dan kebudayaan No.158 tahun 1987, nomor 0S43y

/ 1987. Adapun Yang ditransliterasikan tersebut melipu-
ti

1. Konsonam.

Fonem konsonan yang dalam sistim ejaan 'Arab -
dilambangkan dengan. huruf, maka transliterasinya juga-
dilambangkan dengan huruf, dan ada pula yang dilam =~

bangkan dengan tanda, misalnya

'"A'ranb Latin Contoh kata
b SL&g = Bughah.
t ‘):,.: 1) = Ta'zlro
S G N> = Hadis

“Aﬁfjﬁ* = Jarimah.

SO

h S o = Hudid.
Kh 3L = Khallaf.
d 6,.;.) = Diyat
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S 2 Glde = 'Azab,
v r > = Ra jam.
N, 2 8yd 4 = Zahrah.
= 5 g')_,_.m = Surah.
& sy d‘*{)“" = Syari'at,
2 5 OALAJ = Qi§§§.
oo d (éJJFLQ = Daruri.
b t QgUpai = Khattab
& < 0 dg£ = ‘Audah,
'E zh \f-@.la = zhahir.
& Gh & = Ghairu.
< f \‘/\.-g = Kaffarat
G q (olas = qisas
d k c/L.S = Kaffarat
“5 1 -3 | = Al-Kahlani
ro m (.L*‘\-M’ = Isma'il

| © n Lhkdﬁ = An-Nahl
2 v I:ulﬁg = Wasiyah
D h dis = Figih
¢ — elecdd *= An-Nisa:
S ¥ i s = Diyat,

2e VO k a l.

Vokal bahasa 'Arab, sebagaimana vokal bahasa In

donesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau mono ftong.,
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dan vokal rangkap ( diftong ).
a. Vokal tunggal ( monoftong ).

Vokal tunggal bahasa 'Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakah, maka transliterasinya adalah

sebagal berikut :

Tanda N ama Huruf Disebut
Latin
Ve
ceee Fathah a a
e Kasrah i i
7
-'.,.. Dammah u u

b. Vokal ramgkap ( diftong ).

Vokal rangkap bahasa.'Arab lambangnya berupa gabu-
ngan antara harakat damn huruf, maka transliterasi-

nya berupa gabungan huruf, yakni :

Huruf dan Nama Gabungan
tanda huruf

o 7 .

o fathah & ya ai

o /

o Fathah & Wawu au

e/
Contoh : \jﬂu; = Ghairu
0332 = 'Audah

3% Madda h.

Vokal panjang (maddah ) yang dalam ejaan 'Arab -
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lambangnya berupa harakat dam huruf, maka transliterasi-

nya berupa huruf dan tanda, misalnya

(,OL-AJ = Qisas.
'3_§$f} = Jafimah;
S ¢ X~ = Hudud.

4. Sylddah / tasydid. /

Tanda tasydid atau syiddah dalam transliterasi-
nya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf ber
tanda syaddah, misalnya

%)

-

M

Allahu

Muhammad.

5. Kata sandang.

Kata sandang dalam tulisan 'Arab dilambangkan -
dengan huruf (Lj‘), namun transliterasinya dibedakan men
Jadi

8. Kata sandang ((J‘) yang diikuti oleh huruf syamsi
yah. Kata sandang ( Lﬂ) yang diikuti oleh huruf -
syamsiyah, transliterasinya sesuai dengan huruf -
yang sama dengan huruf yang mengikuti,Misalnya :

J&JjA\
sl

Ar-Ra'du

An-Nisa!
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b. Kata sandang (LJ‘) yang diikuti oleh huruf qama
riyah. Kata sandaﬁg ( <)‘) yang diikuti oleh hu
ruf qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskam, dan sesuai dengan bunyi

oLl
cyod!

nya. Misalnya : .
' Al-Qur'an,

Al-Hadif

Keterangan : Kata sandang ( (J!), baik yang dii.
kuti oleh huruf syamsiyah maupun -
yang diikuti oleh huruf gamariyah,
maka kata sandang ( (J') ditulis -
terpisah dari kata yang mengikuti-
nya, dan dihubungkan dengan tamda

sempang ( - ).



